
BUPATI PATI
PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR ..53. ... TAHUN 200e

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PATI NOMOR 8 TAHUN 2OO5

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DAEMH TINGKAT II PATI NOMOR 3 TAHUN 1998

.TENTANG 
PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang . a. bahwa sehubungan dengan perkembangan situasi dan kondisi, maka

Keputusan Bupati Pati Nomor I Tahun 2005 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat ll Pati

Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame perlu ditinjau kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1950 Nom or 24, Berita

Negara Tanggal I Agustus 1950);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian

Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik lnfuonesia Tahun 1997

Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

3684);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1997

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34

Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18

Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah {Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor a0a8);

2.

3.



4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 19g7 tentang penagihan pajak

Dengan surat paksa (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 3686);

5. Undang-Undang Nomeli7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Repubrik rndonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 42s6);

6. undang-undang Nomor 1 Tahun 2oo4 tentang perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun zoo4 Nomor s,
Tambahan Lembaran Negara Repubrik rndonesia 435s);

7. undang-undang Nomor 10 Tahun 2oo4 tentang pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2aa4 Nomor s3, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor a389);

8. undang-undang Nomor 15 Tahun zaa4 tentang pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara {Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun zao4 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400);

9. Undang-undang 'Nomor 32 rahun zoa4 tentang pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Repubrik lndonesia Tahun 2oo4 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 44gr);
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-
undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas

undang-undang Nomor 32 Tahun zoo4 tentang pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Repubrik lndonesia Tahun 200g Nomor

. 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndongsia as44);

10. undang-undang Nomor 33 Tahun 2oa4 tentang perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah pusat dan pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 443g);

ll.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 19g3 tentang pelaksanaan

Kitab undang-undang Hukum Acara pidana (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 1983 Nomor :lgB3 Nomor 86, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 32SS);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001 Nomor 119,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 413S);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun A00S

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

457a);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 4578);

l5.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2aa7 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 20A7 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a737l;

16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan

Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-

undangan;

17" Peraturan Daerah Kabupat,en Daerah Tingkat ll Pati Nomor 3 Tahun

1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan

Pemerintahan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat ll Pati (Lembaran

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat ll Pati Tahun 1989 Nomor 10 seri

D Nomor 6);

lS.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat ll Pati Nomor 3 Tahun

1998 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daelah Kabupaten Daerah

Tingkat ll Pati Tahun 1998 Nomor 19 SeriA Nomor 5);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2AA7 tentang

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Pati Tahun 2OO7 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Pati Nomor 21)',

20. Peraturaan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang

Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten

Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Pati Nomor 22)',



Menetapkan :

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerqh Kabupaten Pati (Lembaran

Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 1 1, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Pati Nomor 28);

MEMUTUSKAN 
.

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN

BUPATI PATI NOMOR 8 TAHUN 2OO5 TENTANG PETUNJUK

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH

TINGKAT II PATI NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK

REKLAME.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Pati Nomor 8 Tahun 2005

tentang Petunjuk Pelaksanaan Paraturan Daerah Kabupaten Tingkat ll

Pati Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame {Berita Daerah

Kabupaten Pati Tahun 2005 Nomor g), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati;

2. Pemerintah Daerah adatah Pemerintah Kabupaten Pati;

3. Bupati adalah Bupati Pati;

4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
'adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Pati;

5. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan

daerah atas penyelenggaraan reklame;

6, Reklame adalah bendalalat pembuatan atau media yang menurut

bentuk, susunan dan ragamnya untuk tujuan komersial

dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau

menunjukkan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk

menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang

yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau

didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan

oleh Pemerintah.



2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal r berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 7

{1) Pajak Reklame dipungut sesuai dengan judul dan jangka waktu

penyelenggaraan reklame.

(2) Penyelenggaraan reklame harus mendapatkan rjin

(rekomendasi) pemasangan reklame dari Bupati Pati dan harus

ditempatkan pada tempat-tempat reklame atau lokasi yang

sudah ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pati.

(3) Penyelenggaraan reklame diwajibkan untuk merawat dan

mengamankan reklame yang dipasang agar selalu dalam

keadaan baik serta membongkar dan menyingkirkan reklame

yang bersangkutan segera setelah berakhir masa pajak, apabila

pemasangan reklame tersebut tidak diperpanjang lagi.

t4) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

bersama Dinas/lnstansi terkait ditunjuk dengan Keputusan

Bupati berhak dan benrenang untuk melaksanakan

pembongkaran atas pemasangan semua jenis reklame yang

telah berakhir masa pajaknya dan tidak diperpajang lagi tetapi

belum dibongkar oleh penyelenggara reklame.

(5) Dihapus.

(6) Dihapus.

(7) Dihapus.
/

(8) Dihapus.

(9) Apabila penyelenggara reklame menimbulkan kerugian pihak

lain, maka penyelenggara reklame bertanggung jawab atas

segala akibat dari kerugian tersebut.

Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah sehingga Pasal I berbunyi

sebagai berikut.

3.



4.

Pasal 8

(1) Pendaftaran merupakan kegiatan awal dalam pelaksanaan

perpajakan dimaksudkan yang meliputi nama, alamat dan

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) untuk memperoteh

data identitas Wajib pajak sebagai bahan penyusunan Daftar

lnduk Wajib Pajak.

(2) Pendaftaran Wajib Pajak dilakukan dengan cara mengirimkan

formulir kepada Wajib pajak untuk diisi dan dikirimkan kembali

kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah atau dengan mendatangi langsung ketempat Wajib

Pajak untuk mengisi formulir pendaftaran.

Ketentuan Pasal I ayat (2) diubah sehingga Pasal I berbunyi

sebagai berikut:

Pasal I
(1) Kegiatan pendataan dimaksudkan untuk memperoleh data

perpajakan dari masing-masing Wajib Pajak sebagai dasar

penghitungan besarnya pajak yang akan dikenakan terhadap

Wajib Pajak yang bersangkutan.

(2) Untuk mengetahui data perpajakan tersebut, dilakukan dengan

cara :

a. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

kepada seluruh wajib pajak yang sudah mendaftar dan

memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) untuk

diisi data perpajakan yang meliputi jenis reklame yang

dipasang, ukuran/luas reklame, jumlah reklame, lama

pemasangan dan lokasi pemasangan, selanjutnya dikirim ke

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah;

b. petugas dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset daerah dengan surat tugas mendatangi wajib pajak

untuk melakukan pendataan;

c. melakukan pemeriksaan lapangan untuk pencocokan isian

data perpajakan.



(3) Seluruh data perpajakan yang diperoleh dari daftar isian Surat

Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dihimpun dan dicatat

atau dituangkan dalam kartu data yang akan dijadikan dasar

dalam penghitungan dan penetapan pajak terhutang.

5. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah sehingga Pasal 11 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Setelah Wajib Pajak menerima Surat Ketetapan Pajak Daerah

(SKPD) diharuskan membayar lunas pajak sebelum batas waktu

yang ditentukan berakhir ke Bendaharawan Penerimaan Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

(2) Apabila pembayaran pajak dilakukan setelah batas waktu yang

ditentukan berakhir, dikenakan sanksi administrasi berupa

. bunga 2 olo (dua persen) setiap bulan (lebih satu hari dihitung 1

bulan) yang ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak

Daerah (STPD)

6. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah sehingga Pasal 13 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Apabila Wajib Pajak merasa keberatan atas besarnya Ketetapan

Pajak, yang bersangkutan dapat mengajukan keringanan.

t2) Permohonan keringanan diajukan secara tertulis kepada Bupati

melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah, dengan disertai bukti-bukti atau alasan-alasan atas

permohonan keringanan tersebut.

7. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah sehingla Pasal 14 berbunyi

sebagai berikut

Pasal 14

(1) Permohonan pembayaran pajak terhutang secara menganggur

diajukan kepada Bupati lewat Kepala Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah disertai alasan-alasan

permohonan angsuran tersebut.



{2) Pembayaran secara mengangsur harus lunas sebelum batas
waktu yang ditentukan berakhir dengan dikenakan bunga 2 %
(dua persen) sebulan (lebih dari t hari dihitung 1 bulan) dari
jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.

8. Ketentuan Pasal 1G diubah sehingga pasal 16 berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 16

Kepala Dinas Pendapatan, Pengeroraan Keuangan dan Aset Daerah

diberi wewenang untuk melaksanakan tugas sebagai berikut :

a' melaksanakan koordinasi dengan Dinas/instansi/pihak terkait

dalam rangka memperoleh data orang pribadi atau badan yang

menyelenggarakan reklame;

b. melaksanakan koordinasi dengan satuan polisi pamong praja

Kabupaten Pati untuk melakukan pembongkaran terhadap jenis

reklame yang habis masanya atau tidak sesuaidengan ketentuan;

c. mempersiapkan sarana pungutan yang diperlukan untuk
pemungutan pajak reklame;

d. melaksanakan pemungutan pajak reklame mulai dari kegiatan

pendaftaran dan pendataan sampai dengan penagihan;

e. bertanggung jawab atas penyetoran pajak reklame ke Kas

Daerah;

f. melaksanakan administrasi keuangan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

g. memberikan pertimbangan kepada Bupati atas permohonan

pembayaran angsuran, keringbnan dan, pembebasan pajak

reklame.

9. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga pasal 17 berbunyi sebagai

berikut :

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2,

Kepala Dinas. Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

bertanggung jawab kepada Bupati dan melaporkan hasit

pelaksanaannya.



l0,Ketentuan Pasal 1g diubah sehingga pasal 19 berbunyi sebagai

berikut :

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai

teknis pelaksanakannya diatur rebih lanjut oleh Kepala Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

ll.Lampiran l, Lampiran ll dan Lampiran lll diubah sehingga menjadi

sebagaimana tersebut dalam Lampiran r, Lampiran ll dan Lampiran

lll Peraturan ini.

Pasal ll

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggar diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati

pada tanggal t$ #qrtember 2il0p

BU PATI,

TASIMAN
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PATIt
Diundangakan di Pati

Pada tanggal 2S 
oepter*ber

PIt. SEKRETARIS DAERAH

Kepala Badan ian Daerah

HARYANTO, SH, MM
Pembina Tingkat I

NlP. 19640408 199103 1 All

2009

I<ABUPATEN PATI

FF-RF&/

ln L>l-t nrr ;u^\L',11 ,- ; I

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2OO9 NOMOR .5.@



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATT PATI NOMOR 73....

TAHUN 2OO9 TENTANG PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN BUPATI PATI NOMOR 8 TAHUN

2OO5 TENTANG PETUNJUK PELAK$ANAAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH

TINGKAT II PATI NOMOR 3 TAHUN 1998

TENTANG PAJAK REKLAME

PENETAPAN KAWASAN PEMASANGAN REKLAME DAN NILAI STRATEGIS

Pi1RT,-'A r' lrf;fti:l-i=.#rl ;IUPATI BUPATI PATI,
" .P.kSAI"9.SAA{

hfr.l u -lriL:
p€Ft [-tu AtJ

hrn KAWASAN PEMASANGAN REKLAME NILAI STRATEGIS

1. KAWASAhI I

Lingkungan dalam Alun-alun 4

2. KAWASAN II

1. Semua jalan protokol dalam kota Fati

2. Jl. Raya Pati-Kaliampo

3. Jl. Raya Pati-Juwana-Kaliori {Batas Rembang}

4. Jl. Raya Pati-Tayu

5. Jl. Raya Tayu-Batas Jepara

6. Jl. Raya Pati-Satas Grobogan

7. Jl. Raya Pati-Gabus

8. Jalan yang menghubungkan antera desa dengan ibukota

kecamatan di q*luruh wilayah Kabupaten Pati sampai dengan

radius 3 kilometer dari ibukota

2

2

+A

2

2

2

2

2

J- KAWASAN ItI

Jalan yang menghubungkan antar desa dan antar desa dengan

ibukota kecamatan seluruh kecamatan di seluruh wilayah

kabupaten Pati di luar radius 3 kilometer dari ibr,rkota kecamatan

(kecualijelan yang sudah termasuk Kawasan ll)

ulr|i p::r.,i,'':A"iA I pr,r<ao

TASIMAN



LAIVIPIRAN II PERATURAII BUPATI PATI NOMOR ...,.... TAHUN
PETUNJU K PEI.AKSANAAN PERATURAN DAERAH

2OO9 TENTANG PERUBAHAI$ ATAS KEPUTUSAN BUPATI PATI NOMOR
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTAI{G

8 TAHUN 2OO5 TENTANC
PAJAK REKLAME

NO. JENIS REKLAME BIAYA PEMASANGAN (Rp)
BIAYA PEMELIHARAAN

Minggu (Rp) Bulan (Rp) Tahun

1. Papan 30 000 3.000 9.000

2. Billboard/Megatron 45.000 11.254 33.750

3. Kain/Spanduk/Umbu l-urnbul 15.000 10.500 15.000

4. Layar 1 1.250 11.250 16.875

R Selebaran 15"0001500 lembar

6. Melekat

a. Kertaslplastik

b. $eng/logam

60.0001100 lembar

120.000/100 lernbar

7. Berjalan

a" f\llobil

b. Kend. Bermotor (tak bermotor)

30.000
7 500

7.500

7 500

15.000

22.5A4

8. Suara 30.000/hari

o Film/slide

10. Udara 225.000 75.000 375.000

11 Peragaan 30.000 3.000 9.000

TABHL BIAYA PEMASANGAI!, BIAYA PEMELIHARAAN DAN NILAI STRATEGIS REKLAME DIWILAYAH KABUPATEN PATI

525

tAf'

'-' ll

iiAi;U jiAfi
fiHil UU AI{

BUPATI PATI,

TASIMAN

/4

LOKASI DAN NILAI STRATEGIS

(Rp) Kawasan I Kawasan ll Kawa

30.000 4 2 I

55,000 4 2 1

4 2 1

4 I 1

4 2 1

22.544

30"000

000 4 2 1

30.000 4 2 1

U l'l lT F i::1..A -Ij,Al'lA v(!.r49



CARA PENGHITUNGAN BESARNYA PAJAK

Rumus Penghitungan Pajak Reklame

25 a/ox Nilai Sewa Reklame

NilaiSewa Reklarne ditentukan dengan rumus :

. Luas x (Biaya Pemasangan + Biaya Pemeliharaan ) x Nilai Strategis

Khusus untuk reklame selebaran dan reklame melekat {sficke4 tidak dikenakan

pemeliharaan dan Nilai Strategis.

Oleh karena intu, penghitungan Nilai Sewa Reklamenya adalah :

Jumlah Reklame x Biaya Pemasangan

Untuk Reklame berjalan, tidak dikenakan Nilai Strategis

Penghitungan Nilaisewa Reklamenya adalah :

Jumlah Kendaran x (Biaya Pemasangan + Biaya Pemeliharaan)

LAMPIRAN lll : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR .p.L..

TAHUN 2OO9 TENTANG PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN BUPATI PATI NOMOR 8 TAHUN

2OO5 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH

TINGKAT II PATI NOMOR 3 TAHUN 1998

TENTANG PAJAK REKLAME

biaya

L,.-1'". - i.r I ;,:"i\---i
I.{:l*j+ r'*t€ij#ir*}+ :iUPATl 
i??.qflrya4ry= .=..____--|
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BUPATI PATI,
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TASIMAN


